BUPATI NGANJUK

. KEPUTUSAN
BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ S 7 /K/426.101.02/2001
TENTANG
PEMBERIAN 1JIN KEPADA PENGURLS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3)
SLTP NEGERI 1 PRAMBON

UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID
TAHUN AJARAN 2001

BUPATI NGANJUK

MEMBACA : Surat Permohonan Ketua Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan {BP3)
SLTP Negeri 1 Prambon Tgl, 1 Pebruari 2001 : No. :040/104.22/SLTP.16/KU/2001
Dana BP3 Rutin dan Sumbangan BP3 Sukarela.
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HIMBANG ca. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan den lmu
pengetshuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SLTP Negeri 1
‘Frambon vang perlu adanva sarang pendidikan yvang memadal bak vang
berasal dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama di dalamnya Badam

svibaniy Penvelenggaraan Pendidkan (BF3 3

hahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) SLTP

Negeri 1 Prarmbon telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wall

murid pada tanggal, 23 September 2000 yvang dihadiri oleh beberapa Dewan

Gury dan Kepala Sekolah vang kermmudian dengan aklamasi memutuskan untuk

membangun serta r“eienck;p* sarana pendidikan senilai Rp. 15.750.000.-

{iima belas jufa Gk rafus Bms pulds ribu rupish) dengan cara manghimpun

sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 50.000p0/1ima pukh

ribu rupiah};

c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut dalam maksud sebagaimana
konsideran menimbang huruf a dan b di atas, Kiranva tidak keberatan unbk
memberkan iiin kepada Pengwrus Badan Pembantu Penvelenggaraan
Pendidikan {BP3} SLTP Negeri 1 Prambon untiuik menghimpun sumbangan
dari para anggotanya/wali mu®kl sepaniang usaha fersebut behul-betl
dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan vang distr dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan
Barang

Undang-Undang Nomor 2 Tehun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang  Pemerintahan Daerah ©
Peranran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tfentang Pelaksanaan
Pergumpulan Sumbangan. -
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MEMPERHATIKAN : 1.  Surst Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan

AENETAPKAN
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Kebudayaan Tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor PUOD/17/2/13/1978 dan
Nomor 8306/MPK/1978 perihal Pungutan Masa Sumbangan dari Orang
Tua Murid ;
2. Swrat Kepale Kantor Wilayah Departemen Pendidkan dan Kebudavaan
Propinsi Jawa Timur Tangos! 9 Jull 1983 Nomor 9737004220 1888
Perihal Pungutan Pada Sekolah Negeri ;
Surat Kepals Kantor Wilavah Departemen Pendidikan dan Kebudavaan
Propinsi Jawa Timuwr Tangga! 28 Januari 1989 Nomor 2199/8/1989 Perihal
Pedoman=Tentang Tala cara Pemungutan dan Pengelolaan Sumbangan
Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan {(BP3)
4, Surat Keterangan/Persetujuan darl Kepala Dinas Pendidkan Pernuda dan
Olahraga Daerah Kab. Nganiuk Tanggal, 7 Pebruari 2001; Nomor
420/369/426 .406/2001.
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MEMUTUSKAN:

. Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penvelenggaraan Pendidikan

{BP3)} SLTP Negeri 1 Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para
anggotanya/Wali Murid sejumiah : Rp. 15.750.000,-{lina belas juta wipsh ratus
#na pukih ribu rupish )} Dengan ketentuan sebagai berikut ;

a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau
sumbangan secara tetap

b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan

Sumbangan tidak dijadikan syarat unfuk menerima murid atau kenaikan kelas

dan sebagainya ;

d. Perarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi

murid Sekoiah yang bersangkutan ; '

Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan pengounaan

sumbangan harus .dilakukan dengan konkrit dan  berencana, perlu

dipertangoungiawabkan  kepada rapat  anggota Badan  Pembantu

Penyelenggaraan Pendidikan {(BP3) ;

£, Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan vang dilskukan
sendiri oleh Badan Pembantu Penvelenggarsan Pendidikan {BP3) dan tidak
diberarkan menggunakan personil sekolah atau murid,
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Perolehan dana sejumiah tersebut dalam diktum perfama Kepubusan ind didapat
dari sumbangan para wali murid sebagai anggota Badan Pembantu
Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) masing-masing sebesar Rp. 50.000-{lims
pukiér  ribu rupish} dengan cara diangsur 5{lima) kali setiep bulan selama
E{lima} bulan.

Penggunaan dana sejumiah tersebut dalam diktum pertama Keputusan ini
ditetapkan unhi keperiuen membangun dan melengkapi sarana pendidikan
yang berupa |-

1. Rehab plavon ruang kesenian Rp. 9.250.000,-
2. Melaras gamelan BRp. 500000 -
3. Membeli disel air . Rp.  3.000.000,-
4.  Membeli Elektrone Rp.  3.000.000.-

Jumiah Rp. 15.750.000 -

{Lima belas juta tujh: ratus lima pukih ribu rupiah)



KELIMA Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan {BP3) SLTF Negeri
Prambon sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan inl dalam waktu 3
{Tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara terhulis harus melaporkan hasil
penggunaan sumbangan dan pelaksanaan permbangunan fersebut  kepada
Bupati Nganjuk.

KEENAM Pemegang ilin sumbangan tersebut dalam Diktum Pertama Kepubusan ini wajib
mentaatl segala kelentuan vang berlaku dan tidek dibenarkan menvalahgunakan
sumbangan tersebut unfuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program
pendicikan,

KETUIUH Bupati MNganiuk sewakihu-wakiu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus
BP3 serta penggunaan sumbangan dari wali murid SLTP Negeri 1 Prambon,

KEDELAPAN Keputusan ini muilal berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah
pungutan  sebagaimana  dimakeud Dikium kedua Keputusan i selesa
dileksanakan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata ferdapat
kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
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SALTNAN : Kepuhisan i di sampaikan kepada ﬁE‘lEBHQ B M

Yth, 1. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Sl

Kabupaten Nganiuk, »

2. S5dr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nganjuk,

3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Bidang -
Pemerintahan Kabupaten Nganjuk.

4. Sdr. Kepala Dinas Dikpora Daerah Kab. Nganjuk.

5. 5dr. Kepala Dinas P. U, Cipta Karya Daerah &
Kabupaten Nganiuk, *

6. 5dr. Kerals Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganiuk,

7. Sdr. Camat Prambon.

8, Sdr. Hensls SLTP Negsri | Prambon.

9, Sdr. Ketua BP 2 SLTP Negeri 1 Prambon.

Bagi siswa yang orang uanya kufaﬁg mampu atau berstatus KE?LJP?'QE fra
Sejahtera dibebaskan dari kewaijiban membayar sumbangan Badan Pembantu
Penvelenggaraan Pendidikan (B F’*DS} sehagaimana dimaksud diktum Pertama
Keputusan inl dan ‘selanjutnys melaporkan jumish siswa vang orang tuanya

kurang mampu tersebut kepada Bupati Nganjuk.
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